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ABSTRAK

Received [24 Agustus 2026] Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dalam memenuhi kebutuhan
Revised [18 Oktober 2026] masyarakat. Kualitas pelayanan publik menjadi ukuran penting dalam menilai keberhasilan
Accepted [20 Oktober 2026] penyelenggaraan pemerintahan karena pelayanan yang baik mencerminkan adanya tata kelola

yang responsif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan warga. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif karena bertujuan untuk
menganalisis dan menggambarkan secara mendalam sistem keuangan desa serta perannya
dalam meningkatkan kinerja perangkat desa dalam penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan

KEYWORDS hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi pelayanan publik memiliki
- i i peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sistem informasi membantu

Accountability; Public Service; meningkatkan ketersediaan informasi, kemudahan akses, kecepatan pelayanan, transparansi,

Public Service Information akuntabilitas, dan penanganan pengaduan masyarakat.

System; Service Quality;

Transparency.

Public service is one of the primary functions of government in meeting the needs of the
community. The quality of public service is an important measure in assessing the success of
government administration because good service reflects responsive, transparent, accountable,
and citizen-oriented governance. This study uses a qualitative approach with descriptive methods
@ ®© because it aims to analyze and describe in depth the village financial system and its role in
e ] improving the performance of village officials in preparing financial reports. Based on the results
and discussion, it can be concluded that the public service information system plays a crucial role
in improving the quality of public service. Information systems help improve information
availability, ease of access, speed of service, transparency, accountability, and handling of public
complaints
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PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama penyelenggaraan pemerintahan yang
berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kualitas pelayanan publik menjadi
indikator penting dalam menilai kemampuan suatu instansi dalam memberikan layanan yang cepat, tepat,
transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan. Seiring dengan meningkatnya
tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih efektif dan efisien, instansi pemerintah dituntut untuk
melakukan berbagai inovasi, termasuk melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pelayanan.

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan pola pelayanan publik dari sistem
konvensional menuju pelayanan berbasis digital. Sistem informasi pelayanan publik digunakan untuk
mendukung proses pengolahan data, penyampaian informasi, pencatatan pelayanan, pemantauan
proses administrasi, hingga penyediaan akses layanan bagi masyarakat. Penerapan sistem informasi
diharapkan mampu mempercepat proses pelayanan, mengurangi kesalahan administrasi, meningkatkan
ketepatan data, serta mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi dan layanan tanpa harus
melalui prosedur yang panjang.

Meskipun demikian, penerapan sistem informasi pelayanan publik tidak selalu secara otomatis
menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan. Dalam pelaksanaannya masih dapat ditemukan berbagai
kendala, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, kualitas jaringan yang belum stabil, kemampuan
sumber daya manusia yang belum merata, kurangnya integrasi antarsistem, serta rendahnya
pemahaman sebagian masyarakat dalam menggunakan layanan digital. Selain itu, sistem informasi yang
telah tersedia terkadang belum dimanfaatkan secara optimal sehingga proses pelayanan masih
menghadapi keterlambatan, pengulangan prosedur, ketidakakuratan informasi, maupun kurangnya
transparansi terhadap status pelayanan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan sistem informasi tidak hanya
ditentukan oleh keberadaan teknologi, tetapi juga oleh kesesuaian sistem dengan kebutuhan pelayanan,
kompetensi petugas, kualitas informasi yang dihasilkan, kemudahan penggunaan, serta kemampuan
instansi dalam merespons kebutuhan masyarakat. Sistem informasi yang efektif seharusnya mampu
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mendukung peningkatan dimensi kualitas pelayanan, antara lain kecepatan, ketepatan, kemudahan,
keandalan, transparansi, dan responsivitas. Oleh karena itu, evaluasi terhadap penerapan sistem
informasi menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana sistem tersebut benar-benar memberikan
kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sejumlah penelitian mengenai digitalisasi pelayanan publik menunjukkan bahwa penggunaan
sistem informasi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan apabila didukung oleh
infrastruktur yang memadai, sumber daya manusia yang kompeten, prosedur yang jelas, serta
pengelolaan sistem yang berkelanjutan. Namun, hasil penerapannya dapat berbeda pada setiap instansi
karena dipengaruhi oleh karakteristik organisasi, jenis pelayanan, kesiapan teknologi, dan kebutuhan
masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan kajian secara lebih spesifik
terhadap pelaksanaan sistem informasi pelayanan publik pada objek penelitian, terutama dalam melihat
hubungan antara pemanfaatan sistem dengan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.

Analisis terhadap sistem informasi pelayanan publik penting dilakukan tidak hanya untuk
mengidentifikasi manfaat yang telah diperoleh, tetapi juga untuk menemukan kelemahan dan hambatan
dalam pelaksanaannya. Hasil analisis dapat menjadi dasar dalam melakukan perbaikan sistem,
peningkatan kompetensi petugas, penyederhanaan prosedur, serta pengembangan pelayanan yang lebih
berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, penerapan sistem informasi tidak hanya
menjadi bentuk modernisasi administrasi, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen untuk
meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan publik.

LANDASAN TEORI

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dalam memenuhi kebutuhan
masyarakat. Kualitas pelayanan publik menjadi ukuran penting dalam menilai keberhasilan
penyelenggaraan pemerintahan karena pelayanan yang baik mencerminkan adanya tata kelola yang
responsif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan warga. Dalam Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik dipahami sebagai kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara atas barang, jasa, dan/atau
pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Regulasi tersebut juga
menegaskan pentingnya standar pelayanan sebagai pedoman penyelenggaraan dan acuan penilaian
kualitas pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Perkembangan teknologi informasi
mendorong pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pelayanan publik melalui penggunaan sistem
informasi. Sistem informasi pelayanan publik diperlukan agar masyarakat dapat memperoleh informasi
layanan secara lebih mudah, cepat, jelas, dan transparan. Dalam Konteks pelayanan pemerintahan
modern, sistem informasi tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga
sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas administrasi, mempercepat alur pelayanan,
mengurangi ketidakpastian prosedur, serta memperkuat akuntabilitas penyelenggara pelayanan.
Penyelenggaraan sistem informasi pelayanan publik juga memiliki dasar hukum vyang jelas.
PermenPANRB Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan
Publik Nasional mengatur bahwa sistem informasi pelayanan publik nasional diperlukan untuk
mendukung penyediaan informasi pelayanan kepada masyarakat. Sistem tersebut diarahkan agar
informasi pelayanan publik dapat dikelola dan disampaikan secara lebih terbuka, mudah diakses, serta
terintegrasi. Selain itu, Kementerian PANRB menjelaskan bahwa pengembangan SIPPN atau sistem
informasi pelayanan publik diarahkan untuk menghadirkan akses informasi layanan tanpa batasan waktu
dan tempat sesuai perkembangan teknologi informasi. Ruang lingkup pemerintah daerah, Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjung Balai memiliki peran penting dalam mendukung stabilitas
sosial, pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, kewaspadaan dini, pembinaan organisasi
kemasyarakatan, serta fasilitasi kehidupan politik daerah. Meskipun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
bukan perangkat daerah yang seluruh layanannya bersifat perizinan langsung seperti dinas teknis
tertentu, instansi ini tetap memiliki fungsi pelayanan publik, terutama dalam pelayanan administrasi,
pemberian informasi, koordinasi kemasyarakatan, fasilitasi organisasi masyarakat, serta penyampaian
layanan yang berkaitan dengan kesatuan bangsa dan politik di daerah. Permasalahan yang muncul
adalah bahwa kualitas pelayanan publik pada instansi pemerintahan masih sering dipengaruhi oleh
keterbatasan informasi, alur pelayanan yang belum sepenuhnya dipahami masyarakat, keterlambatan
respons, kurangnya keterbukaan prosedur, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi.
Apabila masyarakat tidak memperoleh informasi layanan secara jelas, maka proses pelayanan dapat
menjadi lambat, kurang efektif, dan menimbulkan ketidakpuasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa
keberadaan sistem informasi pelayanan publik menjadi penting untuk memastikan masyarakat dapat
mengetahui persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian, kontak layanan, dan mekanisme pengaduan
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secara lebih mudah. Dalam konteks Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjung Balai, sistem
informasi pelayanan publik dibutuhkan untuk mendukung penyampaian informasi layanan secara lebih
tertib dan transparan. Sistem informasi yang baik dapat membantu masyarakat mengetahui jenis layanan
yang tersedia, prosedur pengajuan layanan, dokumen yang diperlukan, serta saluran komunikasi dengan
instansi. Di sisi internal, sistem informasi juga dapat membantu pegawai dalam mengelola data layanan,
menata arsip, memantau permohonan masyarakat, dan mempercepat penyelesaian administrasi.
Namun, penerapan sistem informasi pelayanan publik tidak selalu berjalan optimal. Beberapa kendala
yang sering terjadi antara lain keterbatasan kemampuan pegawai dalam mengelola sistem, belum
lengkapnya informasi layanan yang tersedia secara digital, keterbatasan sarana dan jaringan internet,
kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, serta belum maksimalnya integrasi antara pelayanan manual
dan pelayanan berbasis teknologi. Akibatnya, masyarakat tetap harus datang langsung ke kantor untuk
memperoleh informasi dasar, proses pelayanan menjadi kurang efisien, dan kualitas pelayanan publik
belum meningkat secara maksimal. Kualitas pelayanan publik sendiri dapat dilihat dari beberapa aspek,
seperti kejelasan informasi, kemudahan akses, kecepatan pelayanan, ketepatan pelayanan,
responsivitas pegawai, transparansi prosedur, kepastian waktu, serta kemampuan instansi
menindaklanjuti kebutuhan dan keluhan masyarakat. Apabila sistem informasi pelayanan publik dikelola
dengan baik, maka aspek-aspek tersebut dapat ditingkatkan. Sebaliknya, jika sistem informasi tidak
diperbarui, sulit diakses, atau tidak sesuai kebutuhan masyarakat, maka sistem tersebut belum mampu
memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan.Menurut penelitian yang dilakukan
oleh Simanjuntak (2023) dengan judul Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kota Tanjungbalai, hasil penelitian yang telah dilakukan di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai dapat diketahui bahwa pelaksanaan sistem
informasi administrasi kependudukan (SIAK) sudah berjalan dengan baik. Setelah difasilitasi dengan
SIAK, informasi kependudukan dan data kependudukan daerah dapat terintegrasi ke data kependudukan
nasional serta dokumen kependudukan dapat tersimpan dengan baik dan tidak akan hilang. Kendala
yang dihadapi dalam pelaksanaan SIAK adalah tidak ada sama sekali kendala yang dihadapin oleh pihak
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian mengenai Analisis Sistem Informasi Pelayanan
Publik dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Penelitian ini diperlukan untuk mengetahui
bagaimana sistem informasi pelayanan publik diterapkan, sejauh mana sistem tersebut membantu
masyarakat memperoleh informasi layanan, kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaannya,
serta bagaimana sistem informasi dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Tanjung Balai dalam memperbaiki tata kelola informasi layanan, meningkatkan responsivitas
pegawai, memperkuat transparansi pelayanan, dan mewujudkan pelayanan publik yang lebih efekiif,
mudah, cepat, dan akuntabel.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif karena bertujuan
untuk menganalisis dan menggambarkan secara mendalam sistem keuangan desa serta perannya dalam
meningkatkan kinerja perangkat desa dalam penyusunan laporan keuangan. Pendekatan kualitatif
deskriptif memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial secara holistik dengan menekankan
pada makna, proses, dan konteks yang terjadi di lapangan, tanpa melakukan pengujian hipotesis atau
analisis statistik (Sugiyono, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Sistem informasi pelayanan publik merupakan sarana yang digunakan oleh instansi pemerintah
untuk menyediakan informasi, mengelola data layanan, mempercepat proses administrasi, serta
mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan. Sistem ini dapat berbentuk website, aplikasi
pelayanan, portal informasi, loket digital, media pengaduan, atau sistem elektronik lain yang mendukung
proses pelayanan publik. Berdasarkan hasil penelitian, sistem informasi pelayanan publik memiliki peran
penting dalam mendukung keterbukaan informasi dan kemudahan akses masyarakat terhadap layanan.
Melalui sistem informasi, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai jenis layanan,
persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian, biaya, serta mekanisme pengaduan. Hal ini menunjukkan
bahwa sistem informasi tidak hanya berfungsi sebagai alat teknologi, tetapi juga sebagai sarana tata
kelola pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel.
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Sistem informasi pelayanan publik juga membantu aparatur dalam mengelola data dan
dokumen pelayanan secara lebih tertib. Proses pelayanan yang sebelumnya dilakukan secara manual
dapat diarahkan menjadi lebih cepat, terstruktur, dan mudah dipantau. Dengan demikian, sistem
informasi memberikan dukungan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama dalam
aspek kecepatan, ketepatan, keterbukaan, dan kemudahan akses.

Ketersediaan Informasi Pelayanan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan informasi pelayanan merupakan salah satu
aspek penting dalam sistem informasi pelayanan publik. Informasi yang tersedia meliputi jenis layanan,
persyaratan administrasi, prosedur pengajuan, jadwal pelayanan, biaya atau tarif, serta kontak petugas
yang dapat dihubungi. Ketersediaan informasi yang jelas membantu masyarakat memahami tahapan
pelayanan sebelum datang ke kantor pelayanan. Hal ini dapat mengurangi kesalahan berkas,
mempercepat proses pelayanan, serta menurunkan intensitas masyarakat bertanya secara langsung
kepada petugas. Dengan adanya informasi yang mudah diakses, masyarakat menjadi lebih siap dalam
mengajukan layanan. Namun, dalam beberapa kondisi, informasi yang tersedia dalam sistem belum
sepenuhnya diperbarui secara berkala. Masih terdapat kemungkinan informasi layanan yang belum
lengkap, kurang rinci, atau belum disesuaikan dengan perubahan kebijakan terbaru. Kondisi ini
menunjukkan bahwa pengelolaan sistem informasi masih memerlukan pembaruan dan pengawasan
secara berkelanjutan.

Kemudahan Akses Sistem Informasi

Kemudahan akses menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas sistem informasi
pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi dapat mempermudah
masyarakat dalam memperoleh layanan tanpa harus selalu datang langsung ke kantor pelayanan.
Masyarakat dapat mengakses informasi melalui perangkat digital, seperti komputer atau telepon
genggam.Sistem yang mudah diakses dapat meningkatkan efisiensi pelayanan karena masyarakat
dapat memperoleh informasi secara mandiri. Selain itu, kemudahan akses juga mendukung prinsip
pelayanan publik yang inklusif, karena masyarakat dari berbagai wilayah dapat mengetahui informasi
layanan dengan lebih cepat.

Akan tetapi, kemudahan akses masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kemampuan
masyarakat menggunakan teknologi, kualitas jaringan internet, tampilan sistem, dan ketersediaan
perangkat. Bagi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan layanan digital, sistem informasi tetap
membutuhkan pendampingan dari petugas. Oleh karena itu, sistem informasi pelayanan publik perlu
dirancang dengan tampilan yang sederhana, bahasa yang mudah dipahami, dan alur penggunaan yang
tidak rumit.

Kecepatan dan Ketepatan Pelayanan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi pelayanan publik dapat
mempercepat proses pelayanan. Sistem membantu petugas dalam pencatatan data, pencarian
dokumen, pemrosesan berkas, dan pemantauan status layanan. Dengan sistem yang terintegrasi,
waktu pelayanan dapat menjadi lebih singkat dibandingkan proses manual. Kecepatan pelayanan juga
didukung oleh tersedianya informasi yang jelas sejak awal. Ketika masyarakat sudah mengetahui
persyaratan dan prosedur, proses verifikasi menjadi lebih cepat karena berkas yang diajukan lebih
lengkap. Hal ini berdampak pada berkurangnya antrean, pengulangan proses, dan keterlambatan
pelayanan. Namun demikian, kecepatan pelayanan belum sepenuhnya bergantung pada sistem. Faktor
lain seperti kesiapan aparatur, kualitas jaringan, kapasitas server, dan koordinasi antarunit juga
menentukan kelancaran pelayanan. Jika sistem mengalami gangguan teknis, proses pelayanan dapat
terhambat. Oleh karena itu, sistem informasi perlu didukung oleh pemeliharaan teknologi dan kesiapan
sumber daya manusia.

Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan

Sistem informasi pelayanan publik berperan dalam meningkatkan transparansi karena informasi
mengenai prosedur, biaya, waktu, dan persyaratan dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi ini
penting untuk mengurangi ketidakpastian dan mencegah praktik pelayanan yang tidak sesuai prosedur.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat lebih mudah mengetahui alur pelayanan apabila
informasi disajikan secara terbuka. Transparansi pelayanan juga dapat meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap instansi pemerintah karena proses pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat
dipantau. Selain itu, sistem informasi juga memperkuat akuntabilitas pelayanan.
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Setiap broses pelayanan dapat terdokumentasi dalam sistem, sehingga memudahkan
pengawasan, evaluasi, dan pelacakan apabila terjadi kendala atau keluhan. Dokumentasi digital
membantu instansi dalam menilai kinerja pelayanan dan memperbaiki kelemahan yang ditemukan.

Penanganan Pengaduan Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi pelayanan publik juga berperan sebagai
sarana pengaduan masyarakat. Melalui fitur pengaduan atau kanal layanan digital, masyarakat dapat
menyampaikan keluhan, kritik, saran, atau permintaan informasi terkait pelayanan yang diterima.
Penanganan pengaduan menjadi bagian penting dalam kualitas pelayanan publik karena menunjukkan
responsivitas instansi terhadap kebutuhan masyarakat. Sistem pengaduan yang baik dapat membantu
instansi mengetahui permasalahan pelayanan secara langsung dari pengguna layanan. Namun,
efektivitas pengaduan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya kanal pengaduan, tetapi juga oleh
kecepatan tindak lanjut. Apabila pengaduan tidak segera diproses atau tidak mendapat jawaban yang
jelas, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem dapat menurun. Oleh karena itu, pengaduan
harus dikelola dengan prosedur yang jelas, petugas yang bertanggung jawab, dan waktu penyelesaian
yang terukur.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, sistem informasi pelayanan publik memiliki peran penting dalam
meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sistem informasi membantu menciptakan pelayanan yang
lebih cepat, transparan, mudah diakses, dan terdokumentasi. Hal ini sejalan dengan prinsip pelayanan
publik yang menekankan kepastian prosedur, kepastian waktu, keterbukaan informasi, dan kemudahan
bagi masyarakat. Kualitas pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh sikap petugas, tetapi juga oleh
sistem pendukung yang digunakan dalam proses pelayanan. Sistem informasi menjadi alat penting
untuk mengurangi hambatan administratif, mempercepat proses kerja, dan meningkatkan ketepatan
data. Dengan adanya sistem informasi, instansi dapat memberikan pelayanan yang lebih tertib dan
responsif. Dalam konteks ini, sistem informasi dapat dipahami sebagai instrumen modernisasi
pelayanan publik. Sistem tersebut membantu pemerintah beralih dari pelayanan manual menuju
pelayanan digital yang lebih efisien. Perubahan ini penting karena kebutuhan masyarakat terhadap
pelayanan yang cepat dan transparan semakin meningkatan pelayanan karena proses administrasi
dapat dilakukan secara lebih terstruktur. Pencatatan data, pencarian arsip, verifikasi dokumen, dan
pemantauan status layanan dapat dilakukan lebih cepat dengan bantuan sistem.

Kecepatan pelayanan menjadi salah satu ukuran penting dalam kualitas pelayanan publik.
Pelayanan yang lambat dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat, sedangkan pelayanan yang
cepat dan tepat dapat meningkatkan kepercayaan terhadap instansi pemerintah.

Meskipun demikian, sistem informasi tidak akan efektif apabila tidak didukung oleh aparatur
yang kompeten. Petugas harus mampu mengoperasikan sistem, memahami alur layanan, dan
menyelesaikan kendala teknis sederhana. Dengan demikian, peningkatan kualitas pelayanan melalui
sistem informasi memerlukan integrasi antara teknologi, aparatur, dan prosedur kerja yang jelas.

Sistem Informasi dan Transparansi Pelayanan

Transparansi merupakan salah satu aspek utama dalam pelayanan publik. Sistem informasi
dapat meningkatkan transparansi dengan menyediakan informasi layanan secara terbuka. Masyarakat
dapat mengetahui apa saja persyaratan yang diperlukan, berapa lama proses pelayanan, apakah
layanan berbiaya atau gratis, serta ke mana pengaduan harus disampaikan.
Dengan adanya transparansi, potensi penyimpangan dalam pelayanan dapat dikurangi. Masyarakat
memiliki dasar informasi yang jelas sehingga tidak mudah mengalami kebingungan atau ketidakpastian.
Transparansi juga memperkuat akuntabilitas karena instansi harus memberikan pelayanan sesuai
dengan standar yang telah diumumkan.
Sistem informasi juga memudahkan pimpinan instansi dalam melakukan pengawasan. Data pelayanan
yang tersimpan dalam sistem dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja petugas, jumlah layanan
yang diproses, waktu penyelesaian, dan jumlah pengaduan masyarakat. Dengan demikian, sistem
informasi tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga bagi manajemen instansi.

Sistem Informasi dan Kepuasan Masyarakat

Kualitas pelayanan publik pada akhirnya dapat dilihat dari tingkat kepuasan masyarakat.
Apabila sistem informasi mempermudah masyarakat memperoleh layanan, mempercepat proses,
memberikan informasi yang jelas, dan menyediakan kanal pengaduan, maka kepuasan masyarakat
cenderung meningkat. Masyarakat akan merasa dilayani dengan baik apabila tidak mengalami kesulitan
dalam memahami prosedur, tidak menunggu terlalu lama, dan memperoleh informasi yang pasti.
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Sistem informasi yang baik dapat menciptakan pengalaman pelayanan yang lebih nyaman dan
efisien. Namun, kepuasan masyarakat tetap bergantung pada konsistensi pelayanan. Sistem yang baik
harus diikuti dengan petugas yang responsif, data yang akurat, informasi yang diperbarui, serta tindak
lanjut pengaduan yang jelas. Jika sistem hanya tersedia tetapi tidak dikelola dengan baik, maka
peningkatan kualitas pelayanan tidak akan optimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi pelayanan publik
memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sistem informasi membantu
meningkatkan ketersediaan informasi, kemudahan akses, kecepatan pelayanan, transparansi,
akuntabilitas, dan penanganan pengaduan masyarakat. Pemanfaatan sistem informasi juga dapat
mendukung terciptanya proses pelayanan yang lebih terstruktur dan efisien karena informasi dapat
disampaikan dan dikelola secara lebih cepat dibandingkan dengan pelayanan yang sepenuhnya
dilakukan secara konvensional.

Selain itu, penerapan sistem informasi pelayanan publik dapat memperkuat hubungan antara
pemerintah sebagai penyelenggara layanan dengan masyarakat sebagai penerima layanan. Masyarakat
memiliki kesempatan untuk memperoleh informasi secara lebih terbuka, mengetahui prosedur
pelayanan, serta menyampaikan kebutuhan maupun pengaduan dengan lebih mudah. Dengan
demikian, sistem informasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendukung administrasi, tetapi juga
menjadi instrumen dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif, transparan, dan
berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Keberhasilan penerapan sistem informasi pelayanan publik pada akhirnya tidak hanya ditentukan
oleh keberadaan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan organisasi dan sumber daya manusia yang
mengelolanya. Sistem yang baik perlu didukung oleh aparatur yang kompeten, tata kelola yang jelas,
data yang akurat, serta evaluasi secara berkala. Oleh karena itu, pengembangan sistem informasi perlu
ditempatkan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan,
bukan hanya sebagai bentuk digitalisasi pelayanan.

Saran

Efektivitas sistem informasi sangat bergantung pada kualitas pengelolaan sistem, kemampuan
aparatur, pembaruan data, kestabilan teknologi, serta kemampuan masyarakat dalam mengakses
layanan digital. Oleh karena itu, sistem informasi pelayanan publik perlu dikembangkan secara
berkelanjutan agar benar-benar mampu mendukung pelayanan yang cepat, transparan, responsif, dan
berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pengelola pelayanan juga perlu melakukan pemeliharaan dan
pembaruan sistem secara berkala untuk memastikan informasi yang tersedia tetap akurat, relevan, dan
mudah digunakan oleh masyarakat.

Selain pengembangan teknologi, peningkatan kompetensi aparatur juga perlu menjadi perhatian.
Aparatur perlu diberikan pelatihan yang memadai agar mampu mengoperasikan sistem secara optimal,
mengelola data dengan baik, serta memberikan respons yang cepat terhadap kendala atau pengaduan
masyarakat. Evaluasi terhadap sistem juga perlu dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan
masukan dari pengguna layanan sehingga pengembangan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan
kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, penyelenggara pelayanan publik perlu memastikan bahwa digitalisasi tidak
menimbulkan kesenjangan akses bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam menggunakan
teknologi. Oleh sebab itu, kanal pelayanan digital sebaiknya tetap disertai dengan mekanisme
pendampingan atau alternatif pelayanan yang dapat membantu masyarakat yang mengalami kesulitan
dalam mengakses layanan secara elektronik. Dengan pendekatan tersebut, pemanfaatan sistem
informasi diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan, tetapi juga menciptakan pelayanan
publik yang inklusif, mudah diakses, dan mampu memberikan manfaat secara merata bagi seluruh
masyarakat.
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